SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUEKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang ; a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Neomoer 371 Tahun
2016 telah dibentuk Taman Kanak-kanak Negery;

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan kelembagaan Taman
Kanak-kanak Negeri sebagaimana perkembangan keadaan dan
peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubemnur sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Peraturan
Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
SBatman Pendidikan Anak Usia Dini Negerz;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta scbagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

B3

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

L3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

5. Peraturan, Menteri Pendidikan dan EKebudayaan Nomor 84

Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dim;

:.J':

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137

Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
Dini;
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. Peraturan Mentlen Dalam Negernn Nomor 97 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah Provinsi Dacrah Khusus lbukota Jakarta;

- Pergturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomoeor 6 Tahun

2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolaly;

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan  Perangkat Daerab Provinsi Dacrah  Khusus
Ibukota Jakarta;

Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraluran Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN &

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTURAN, ORGANISASI
AN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI,

BAB |

KEETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dralam Peraluran Gubernur ini yang dimaksud dengan

=

2.

i

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus hukela Jakarta,

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagal unsur penyelenggura Pemerintahan Daerah,

Cubernur adalah Kepala Daerabh Provinsi Dacrah  Khusus
lbukota Jakarta.

. Bokretaris Daeragh adalah Sckrelaris Dacrah Provins: Daecrah

Khusus lbukata Jakarta.

Sckretariat Dacrah adalah Sckretariar Daerah Provins: Daerahb
Khusus Thukola Jakarta.

Biro (rganisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutlnya
disebul Biro Orpanisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Sekretariat Dacrah Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta,

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidilan Prowvinsi Dacrah
Khusus [hukota Jakarta,

- Repala Ihnas adalah Eepala Dinas Pendidikan Provinsi Dacrah

Khusus |bukota Jakarta,
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Suku  Dinas  Pendidikan sdalah Suku  Dinas. Pendidikan
Kota/Kabupaten Administrasi,

Hepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan
Kola/ Kabupaten Adminisirasi,

Perangkal Daerab yang sclanjutnya  disingkat PD  adalah
Perangkat Dacrah Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta.

. Unit Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat UPD adalah

Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah,

. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawal Negeri Sipil dan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja vang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diseraln tugas dalam sualu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugss negara lainnya dan  gaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

. Pendidikan Anak Usia Dini Negerl yang sclanjutnya disinglkat

PAUDN adalah suatu upayva pembinaan yang ditujukan kepada
anak sejak lahir sampal dengan usia & {enam) tahun yang
dilalukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu  pertumbuhan dan perkembangan  jasmani dan
rohant  agar anak memiliki | kesiapan  dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut.

. Satuan Pendidikan Anak Usia [ini Negeri vang selanjuinya

disinglzat SPAUDN meliputi Taman Kanak-kanak Negeri, Saluan
PAUD Bejenis Negeri, Taman Penitipan Anak Negeri, Kelompolk
Hermain Negeri vang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

Taman Kanak-kanak Negeri yvang selanjulnyva disingikat TEN
adalah Taman Kanak-kanak Negeri vang merupakan salah satu
benluk satuan PAUD Jalur Formal yang menvelenggarakan
program pendidikan bag anak usia 4 (empat) tabun sampai usia
© (tnam| tahun dengan prioritas usia 5 [lima) dan 9 (enam)
tahun.

. Kepala TEN adalah Kepala TKN pada Dinas Pendidikan Provinsi

Daerah Ehousos Thulkota Jalkarta,

- Satuan  Pendidikan Apak Usia Dini Sejenis Nepgerl vang

selanjutnya disebut SPSN adalah salsh satu bentuk satuan
PAUD Jjalar pendidikan nonformal yang menyelenggarakan
program pendidikan bag: anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan
B f(enam| tahun secara mandiri atau terintsgrasi dengan
berbagal  layanan kesehatan gz, keagamaan dan/atau
kesejahteraan soslal,

Kepala SPSN adalah Kepala SPSN pada Dinas Pendidikan
Provinst Daerah Khusus [Tbukota Jakarta,

Taman Penitipan Anak Nepgeri vang selanjutnya disingkat TPAN
adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalar  pendidikan
nonformal yvang menyelengearakan program  pendidikan  bagi
anak usia 0 (nol) Tahun sampai dengan usia & (enam) tahun
dengan prioritas sejak lahir tahun sampai dengan Usia 4 (cmpat)
rahun,
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Kepala TPAN adalah Kepala TPAN pada Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Kelompole Bermain Negeri vang selanjutnya disingkat KBN
adalah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal
vang menyvelenggarakan program pendidikan bagl anak usia
2 [dua) sampq dengan 6 {enam) tahun dengan priortas usia
3 (tga) dan 4 (empat) tahun,

. Kepala KBN adalah Kepala KBN pada Dinas Pendidikan Provinsi

Dacrah Khusus lhukota Jakarta,

. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri vang beranggotakan

orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah dan lokoh
masyvarakat yvang peduli pendidikan,

Rencana Kematan dan Anggaran Sekolah yang selunjutnya
disingkat RKAS adalah Rencana Kegiatan dan Angparan
Sekolah,
BAB 1l
PFEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur imi dibentuk SPAUDN.
SPAUD Negeni scbagaimana dimaksud pada ayat (1) rerdiri dari :
. PAUD Negeri Formal berbentuk TKN:
. PAUL Negeri Non Farmal terdiri dari ;
. SPSN:
2. TPAN; dan
3. KBN.
BARB IIT
CHHEOAN]ISAS]
Bagian Kesaru
ThHM
Paragral 1
Kedudukan, Tugas dan Pungsi
Paszal 3
TEN merupakan Unil Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam
penyelengearaan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan
formal yvanpg menvelengparakan program pendidikan bagi anak

berusia 4 [empat] lahun sampai dengan & {enam) tahun dengan
prioritas usia 5 (lima) dan 6 [enam) tahun.
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bawah dan bertanggsung jawab kepada Kepala Dinas melahn
Kepala Suku Dhinas,

Dalam pelaksanaan rugas dan fungsinva, TEN dikoordinasikan
vleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyvarakat Dinas Pendidikan.

Pasal 4

TEN mempurival tugas menyelenggarakan pendidikan anak usia
dini pada jalur pendidikan formal yang menvelenggarakan
program pendidikan bagm anak berasia 4 (empatl tahun sampai
dengan 6 (cnam) tahun.

Unluk menyelenggarakan tugas prioritas usia 5 (lima) dan 6
fenam) lahun scbagaimana dimaksud pada avat (1), TEN
menyelengeurakan fungs: ©

. penyvusunan dan pelaksanaan REAS pengembangan TEKN:

b, penyelengparaan pendidikan anak usia dini sesuai dengan
lcorilkoalam:

c. pelaksanaan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan
peserta didik;

t, pelaksanaan den pembinaan hubungan kerja sama dengan
orang tua/wall peserta didik dan masyaralkat;

¢. pelaksanaan pembinaan dan péngembangan terhadap gury,
temaga fungsional kependidikan lainnye dan wenags fungsional/
profes: lainnyva;

[, pelaksiansan pengelolaan teknologl informasi TEN;

¢, pengelolasn prasarana dan sarana TKN:

h, pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang TKN;

1. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahianggaan TKN;

j. pengelolaan arsip dan dokumen TEN;

k. pelaksansan publikas: kegiatan dan pengaturan acara TEN;

L pengelolaan keamanan, kctersiban, keindaban, kebersihan
kenyamanan lingkungan kantor TEN: dan

m, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksansan tugas dan
fungsi TKN.

Paragral 2
Susunan Organisasi
Pasal 5
Susunan Organisasi TRN, terdiri dari ;
a. Kepala TKN:
b. Pelaksana Tata Usaha; dan

c. Tenaga Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi TEN schagaimana tercantum dalam
Lampiran T Peraturan Gubernur ini,
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Paragrai 3
Kepala TKN
Pasal 6

Kepala TEN adalah guru yang diberz lugas tambahan sebagm
Kepala pada TKN,

Hepala TEN sebapsimana dimaksud pada ayvat (1), bukan jabatan
struktural dan diangkat scerla diberhentikan oleh Kepala Dinas
atas usul Kepala Suku Dinas.

Kepala TEN mempunyai tugas ;
. memimpin dan mengoordinasikan  pelaksanaan tugas dan

fungsi TN scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4

b, memimpin penyelengpgaraan kegiatan belajar mengajar serta
membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnyva, tenaga
fungsional/ profesi lainnya dan tenaga lainnya serta membina
hubungan Kerja sama orang lua pescrta didik dan peran serta
measyarakat,

c. mengoordinasikan pelaksanaan tagas Tata Usaha dan Tenaga
Fungsional,

ol melaksanakan koordinast dan kerja sama dengan PD/UPD
ilan/ataun Instans: Pemerintah /Swasta dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi TRIN;

o, melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
f. melaporkan dan mempertanpgpungjawabkan peluksanaan tugas
dan fungsi TKN.
Paragraf 4
Pelalcaana Tala Usaha
Pasal 7

Pelaksana Tata Usaha merupakan Satuan Pelaksana administrasi
TEN:

Pelaksana Tata Usaha dipimpin oleh scorang Pejabat Pelaksana
dengan sebutan Pengolah Tata Usaha, yvang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala TEN,

Pelaksana Tata Usaha sebagaimeansa dimaksud pada ayat (2
bukan jabatan strukiural dan disngkal serta diberhentikan oleh
Kepala Dinas atas usul Kepala TKN.

Pelaksana Tata Usaha mempunval lugas ;

i, menghimpun bahan dan mengoordinasikan penvusunan RKAS
serta pengembangan TEN,

B, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang
TKN; '

¢. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumashtanegaan

TEM:
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d. melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumentasi TIN;

e, melaksanakan penvedisan, penatausahaan, pengrunaan,
pemeliharaan dan perawatan fasilitas, prasarana dan sarana
kerja TKN;

f. melalsanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara TKN;

g. mengelola keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan
kenyamanan kantor TKN;

h. melaksanalkan pengeloiaan ruang rapat TEN;

. mengoordinasikan  penyusunan laporan keuangan, kinerja,
lkkegiatan dan akuntabilitas TEN: dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Pelaksana Tata Usaha.
Bagian Kedua
SPEN
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal #

SPEN merupakan WUnil Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan
non formal yang menyelenggarakan propram pendidikan bagi
anale sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secars mandiri
atau Lerintegrasi dengan  berbagai layanan  kesehatan, piz,
lkkeagamaan dan/atau kescjahteraan sosial,

SPSN dipimpin oleh scorang Kepala SPSN vang berkedudukan di
bawah dan bertangeung jawab kepada Kepala Dinas melalul
Kepala Buku Dinas.

Dalam pelaksanaan tupas dan fungsinva, SPSN dikoordinasikan
oleh Kepala Bidang Pendidikan Anale Usla Dini dan Pendidikan
Masvarakat Dinas Pendidikan,

Pasal S

SPSN mempunyail migas menyelengearakan pendidikan anak usia
dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan
program pendidikan bagi anak sejak lahir sampal dengan 6
(enam| tahun secara mandin atau lerintegrasi dengan berbagai
lavanan kesehatan, gizi, keagamaan dan/atau kesejahleraan
gos1al,

Untuk menyelenggarakan lugas secbagaimana dimaksud pada
ayvar {1}, SPEN menvelenggarakan fungsi
A, penyusunan dan pelaksanaan RKAS pengembangan SPSN;

b. penvelenggaraan pendidikan anak usia dinl sesuai denpan
gurikulum;
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o, pelaksanaan pembimbingan, pengasuhsan dan perlindungan
pescrta didilk;

i, pelaksandan dan pembinaan nubungan kerja sama dengan
grang tua/ wali pescrta didik dan masyarakar;

g. pelaksanaan pembinasn dan pengembangan terhadap garu,
tenaga fungsional kependidikan lainnya dan  tenaga
fungsional/ profesi lainnva;

f. melakukan koordinasi dengan PDRJUPD terkait  dalam
pelavanan pendidikan vang  lerintegrasi  dengan  lavanarn
kesehatan, gizi, keagamaan dan/atau kesejahteraan sosial;

g pelaksanaan pengelolaan teknolog informasi SPSN;

h. pengelolaan prasarana dan sarana SPSN;

L. pengelolaan kepepawaian, keuangan dan barang SPSN;

J. pengelolaan kelatausahaan dan kerumahtangpaan SPRN;

k. pengelolaan arsip dan dokumen SPSN;

. pelaksanaan publikasi kegialan dan pengaturan acara SPHN;

m. pengelolaan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan
kenyamanan hngkungan kantor S8PEN, dan

. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan lupas dan
Margsi SPSN.
Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 10
Susunan Organisasi SPSHN, terdiri dari ¢
i, Kepala SPSHN;
b. Pelaksana Tata Usaha; dan

c. Tenaga Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi SPSN sehagsimana tercantum dalam
Lampiran 1T Peraturan Gubernur jni,

Parapral 3
Eepala SPSN
Pasal 11

KRepala SPEN adalah guru vang diberi tugas tambahan scbagai
Repala pada SPSN.

Kepala SPSN mempunyai tugas ;

a. memimpin  dan  mengoordinasikan  pelaksanaan  lugas dan
fungsi SPEN sebagaimana dimalksud dalam Pasal 9:
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memimpin penyelenggaraan Kegiatan belajar mengajar serta
membina gury, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga
fungsional fprofesi lainnya dan {enaga lainnya serta membina
hubungan kerja sama dan peran serta masvarakat:

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Usaha dan Tenaga
Fungsional;

melaksanakan koordinasi dan kegja sama dengan PD/UPD
dan/atau  Instansi Pemerintah/Swasta  dalam  rangka
pelaksanaan Lugas dan fungsi SPSN;

melaksanakan sistem pengendalian internal; dan

melapoarkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
dan fungsi SPEN,

Paragraf 4
Pelaksana Tata Usaha

Pasal 12

Pelaksana Tala Usaha merupakan Saruan Pelaksana administrasi
SPEN.

Pelaksana Tata Usaha dipimpin oleh seorang Pejabal Pelaksana
dengan sebutan Pengolah Tata Usaha, vang berkedudulan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SPSN.

Pelaksana Tata Usaha scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
nikan jabatan struktural dan diangkat serta diberhentikan olch
Kepala Dinas atas usul Kepala SPSN.

Pelaksana Tala Usaha mempunyal tugas :

&,

menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan RKAS
serta pengembangun SPSN;

. melaksanakan penpelolaan kepegawaian, keuvangan dan barang

SPEN;

melaksanalan kegiatan Ketalausshaan dan kerumahtangpaan
SPSN:

melaksanakan pengelolaan kearsipan SPSN;

melaksanakan penyediaan, penalousshaan, pengpunaan,
pemeliharaan dan perawatan fasilitas, prasarana dan sarana
kerja BPSN;

mclalesanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara SPSN;
menjaga dan mengelols keamanan, ketertiban, keindahan,
kebersihan dan kenvamanan kantor SPSN:

» melaksanakan pengelolaan ruang rapar SPSN;

mengoordinasikan  penyusunan laporan keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas SPSN: dan

melaporkan dan mempertangpungjawabkan pelaksanaan tugas
Polaksana Tata Usaha,
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Bagian Ketiga
TPAN
Paragrafl 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 13

TPAN merupalkan Unit Pelalksana Teknis Dinas Pendidikan dalam
penvelenggaraan pendidilkan anak usia dini pada jalur pendidikan
naon formal.

TPAN dippmpin oleh seorang Kepala TPAN yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalu
Kepala Sulku Dinas,

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, TPAN dikeordinasikan
pieh Kepala Bidang Pendidikan Anale Usia Dim dan Pendidikan
Masyarakat Dinas Pendidikan,

Pasal 14

TPAN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan anak usia
dini pada jalur pendidikan non lormal.

Untuk menyvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), TPAN menyelengparakan lungsi -

a. penvusundan dan pelaksanaan RKAS pengembanean TPAN:;

b. penyelengpurasn TPAN sesuai dengan kurikuham;

c. pelaksanaan pembimbingan, pengasuhan dan perindungan
peserta didik;

d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan
orang tua pescrta didik dan masyarakal;

e. pelaksansan pembinaan dan pengembangan terhadap puru,
lendga fungsional  kependidikan  lainnya  dan  tenaga
tungsional/ profesi lainnya;

[, pelaksanasn pengelolaan teknologi informasi TPAN;

g. pengelolaan prasarana dan sarana TPAN;

h. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang TPAN;

. pengelolaan kelatausshaan dan kerumahrangpaan TPAN:

J- pengelolaan arsip dan dokumen TPAN;

k. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaruran acara TPAN:

I, pengelelaan  keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan
kenvamanan lingkungan kantor TPAN; dan

m, pelaporan dan pertanggungiawsaban pelaksanaan tugas dan
fungsl TPAN,
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Paragraf 2
Susunan Drganisasi

Pasal 15

(L) Busunan Orgamsasi TPAN, terdird dari ;

{2}

(1)

(2)

(1]

(2)

-
[ 2=

b.

&

Kepala TPAN;
Pelaksana Tata Usaha; dan

Tenaga Fungsional.

Bagan Susunan Urganisasi TPAN sebapgaimana tercantum dalam
Lampiran [II Peraturan Gubernur ini.

Paragral 3
Kepala TPAN

Pasul 16

kepala TPAN adalah guru wvang diberi tupgas lambahan sebagai
Kepala pada TPAN,

Kepala TPAN mempunyai tupgas |

=

k.

.

memimpin - dan  mengoordinasikan  pelaksanaan tugas dan
fangs: TPAN sebagaimana dimaksid dalam Pasal 14

memimpin penyclenggaraan kegiatan belajar mengajar serta
membina gury, tenaga fungsional kependidikan lainnya, lenaga
fungsional /profesi lainnya dan lenaga lainnye serta membing
hubungan kerja sama dan peran serta masyaraksat;

- mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Usaha dan Tenaea

Fungsional;

. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan PD/KPD

dan/atau Instansi Pemerintah / Swasta dalam rarngka
pelaksanaan tugas dan fungsi TRPAN;

melaksanakan sistemn pengendalian internal; dan

melaporkan dan mempertangpungawabkan pelaksanaan tugas
dan fungsi TPAN,

Paragraf 4
Pelaksana Tata Usaha

Pa=al 17

Pelaksana Tata Usaha merupakan Satuan Pelaksana administrasi
TPAN.

Pelaksana Tata Usaha dipimpin oleh scorang Pejabat Pelaksana
dengan sebutan Pengolah Tata Usaha, yang berkedudukan di
Bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala TRPAN.
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Pelaksana Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada avar (2)
bukan jabatan struktural, serta diangkat dan diberhentikan oleh
kepala Dinas atas usul Kepala TPAN.

Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas
a. menghimpun bahan dag mengoordinasikan penvusunan REAS
serta pengembangan TPAN;

b. melaksanalan pengelolaan Kepegawaian, keuangan dan barang
TPAN;

c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
TPAN;

d. melaksanakan pengelolaan arsip TPAN;

¢. melaksanakan penyediaan, penatausahasan, penggunaan,
pemeliharasan dan perawatan fasilitas, prasarana dan sarana
kerja TPAN;

f.omelaksanakan publhikast kegiatan dan pengamiran acara TPAN:

g mengelola Keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan
kenvamanan kantor TPAN;

h. melaksanakan pengelolaan ruang rapat TPAN;
1. mengoordinasikan  penyusunan laporan  keuangan, kKinerja,
kegiatan dan akuntabilitas TPAN; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
Tugas Pelaksana Tata Usaha.

Bagian Keempat
KBN
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan fungsi
Pasal 18

KBN merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam
penyelengaraan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan
non- formal vang menyelenggarakan  program pemhrhkan bagi
anal usia 2 jdua) sampai dergan 6 (enam) tahun dengan prioritas
usia 3 (tiga) Tahun dan 4 [empat) tabun,

KEBN dipimpin oleh scorang Kepala Satuan vang berkedudukan i
bawah dan berfanpgung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Kepala Suku Dinas,

Dalam pelaksanasn tugas dan fungsinya, KBN dikoordinasikan
oleh Kepala Bidang Pendidikan Anale Usia Dind dan Pendidikan
Masyvarakal Dinas Pendidikan.

Pasal 19

KBN mempunyai lugas menvelenggarakan pendidikan anak usia
dini pada jalur pendidikan non formal vang an}Elr'-m.;ga_mlmn
pragram pendidilkan bagi anak usia 2 (dua) sampail dengan &
{enam) Tahun dengan prioritas usiz 3 (tiga) tahun dan 4 fermpeal)
tahin



[

(1]

(2]

|1

Untuk menvelengparakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, KBN menyelenggarakan fungs: :

i, penyusunan dan pelaksanaan RKAS pengembangan KBN;

b, penyelenggaraan pendidikan anak uwsia dini sesuai dengan
lcurikulum:

. pelaksanuan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan
pescrta didile:

d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan
orang tua/ wali peserta didik dan masyarakat;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap gur,
tenaga  lungsional  kependidikan  lainnva  dan  tenaga
fungsional/ profesi lainnyva;

[, pelaksanaan pengelolaan teknologl informasi KBN;
B pengelolaan prasarana dan sarana KBN;
n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang KBN:

pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KBN;

1. pengelolaan kearsipan dan dokumen KBN;

k. pelaksanaan publikasi kegiatan dan penguturan acara KBN;

L. pengelolaan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan
kenvamanan kantor KBMN: dan

m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungst KBN. '

FParagraf 2
Susunan Organisast
Pasal 20
susunan Orgamsasi KBN, terdiri dari ¢
i, Kepala KBN:
b. Pelaksana Tata Usaha! dan
e, Tenaga Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi KBN scbagaimana tercantum dalam
Lampiran 1V Perataran Gubernur ini.

Paragraf 3
Kepala KBN
Pagal 21

KEepaly KBN adalab guru vang diberi tugas tambahan schagai
Kepala pada KBN,

Kepala KBN mempunyai tupgas

a. memimpin dan mengoordinasikan  pelaksanaan tugas dan
fungsi KBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16



(1)

(<)

(3]

(1)
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memimpin penvelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta
membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga
fungsional /profesi lainnya dan tenaga lainnya serta membing
hubingan kerja sama dan peran serta masvarakat:

mergoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Usaha dan Tenaga
Fungsional;

melaksanakan Koordinasi dan kerja sama dengan PD/KPD
dan /atay Instansi Pemerintah/Swusta dalam rangka pelaksanaan
Lugas dan fungsi KBN;

melaksanakan sistem pengendalian internal; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
dan fungsi KBN.

Parapral 4
Pelalesana Tata Usaha

Prsagl 22

Pelaksana Tata Usaha merupakan Satuan Pelaksana administrasi
KBN.

Pelalksana Tata Usaha dipimpin oleh sesrang Pejabat Pelaksana
dengan sebutan Pengolah Tata Usaha, vang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KBN.

Pelabsana Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayvar (2)
bukan jabatan struktural dan diangkal serta diberhentikan oleh
Repala Dinas atas usul Kepala KBN.

Pelaksuna Tata Usaha mempunyai tugas :

il

i

- menghimpun baban dan mengoordinasikan penvusunan RKAS

serta pengembangan KBN;

- melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang

KEN;

melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
KBN:

melaksanakan pengelolaan arsip KBN;

melaksanakan  penyediaan, penatausabaan, penggunaan,
pemeliharaan dan perawatan fasilitas, prasarana dan sarana
kerja KBN;

melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara KBN;

mengelola keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan
kenvamanan kantor KBN;

- melaksanakan pengelolaan ruang rapat KBN:

mengoordinasikan  penyusunan  laporan kcuangan, kinerja,
Repratan dan akuntabilitas KBN; dan

melaporkan dan mempertanggungjawablean pelaksanaan tugas
Pelaksana Tata Usaha,



Bagan Kelima
Tenaps Fungsional
Pasal 23

Tenaga Fungsional adalab tenaga  pelaksana  penvelenggaraan
pendidikan analk wsia dind pada SPAUDN vang terdiri dari guru,
tenaga fungsional Kependidikan  lainnyva dan tenaga fungsional/f
profesi lamnya.

Pasal 24

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan  lenaga
fungsional fprofes:  lainnya  melaksanakan  tugas  scsuai  jabatan
fungsional masing-masing bordasarkan penugasan  Kepala TEN,
Kepala SPSN, kepala TPAN dan Kepala KBN,

Pasal 25

(rura, tenaps  lungsional  kependidikan  lainnya  dan tenaga
[Ungsional/profest lainnya mengembangkan kompetensi masing
masing guna meningkatkan pelaksanaan tugas sesual Jabatan
Fungsional yang bersangkutan, sejalan dengan peérkembangan ilmu
pengelabuan, teknologl dan manajemen pendidikan,

Pasal 26
Guru, tenaga fungsional kKependidiken lainnpva dan tenaga
fungsional/ profesi lainnyva wrut aktf dalam pengembanpgan SPAUDN
dan dapal diberikan tugas tambahan oleh Kepala TKN, Kepala SPSN,
Lepala TPAN dan Kepala KBN dalam penyvelenggaraan pendidikan
pada SPAUDN.

BAR TV

KOMITE SEKOLAH

Pasal 27

SPAUDN membentuk Komite Sekolah sesual denpan  ketentuan
peraturan perundang-undarngan.

BAaB WV
FASILITAS
Pasal 28

(1} Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada
seligp SPAUDN dibentuk dan dikembangkan [asilitas SPAUDN,
antara lain perpustakaan, area bermain, ruang program khusus,
unil keschatan sekalah dan lasilitas lainnya,

(2] Fasilitasi SPAUDN schagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk
dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan, dengan
memperhatikan program prioritas,



L&

Pasnl 29

{1} Fasilitas SPAUDN scbapaimand dimaksud dalam Pasal 28, dalam
operasionalnyva  dikelola/dipimpin/dikoordinasikan  oleh  guruy
tenaga lungsional kependidikan lainnya/tenaga fungsional / tenaea
profesi lainnva vang ditugaskan oleh Kepala TEN, Kepala SPSN,
kepala TPAN dan Kepala KBN.

(24} Guru/tenaga fungsional kependidikan lainnyva/ lenaga fungsional/
tenaga profesi  lamnya yang mendapat  tugas tambahan
sebagaimana dimaksud pada avat (1), berkedudulan di bawah
dan bertangming jawab kepada Kepala TEN, Kepala SPSN, Kepala
TPAN dan kepala KBN.

EAaB V1
TATA KERJA
Pergal 30

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SPAUDN berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2] Kepala TEN, Hepala SPSN, Kepala TPAN dan Kepala KBN
mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UPD
dan/atau Instansi Pemerintah/swaste lerkait dalam  rangka
meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada SPAUDN,

Pasal 31

Kepala TEN, Eepala SP3N, Kepala TPAN, Kepala KBN, Pelaksana Tata
Usaha, Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga
lingsional/profesi lainnva dan  tenaga lainnya pada SPAUDN
melaksanakan lupas masing-miasing sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 32

Repala TEN, Kepala SPSN, Kepala TPAN, Kepala KBN, Pelaksana Tala
Usaha, Gury, lenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga
fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya pada SPAUDN
mengembangkan Komitmen bersama sebapsi tim kerja untuk
pengembangan SPAUDN secara konsisten dan berkesinambungan,

Pasal 33

(1) Bepala TEN, Kepala SPSN, Kepala TPAN, Kepala KBN, Pelaksana
Tata Usaha, Guru, tenaga kependidikan lainnva, pengelala
perpustakaan, fenaga [ungsional lamnya/profesi lainnva dan
tenaga lainnya pada SPAUDN memimpin, mengoordinasikan,
mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan perunjuk
pelaksanaan tugas, membing dan menilai kinerja bawahan
MmAasing-masing,

(2] Kepala TEN, Kepala SPSN; Kepala TPAN, Kepala KBN, Pelaksana
Tata Usaha, Guru, tenaga kependidikan lainnyva, pengelola
perpustakaan, tenapga [ungsional lainnva/profesi lainnva dan
lenags lamnya mengikuti dan mematuhi perintab kedinasan
atasan  masing-masing  sesuai  dengan  ketenlusn  peraturan
perundang-undangan.
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Fasgal 34

kKepala TN, Kepala SPSN, Kepala TPAN, Kepala KBN, Pelaksansa Tata
Usaha, Guru, tonaga kependidikan lainnya, pengelola perpustakaan,
tenaga lungsional lainnya/profest lainnya dan tenaga lainnya pada
SPAUDN menpembangkan komilmen bersama sebapal tim kerja untuk
pengembangan SPAUDN secara konsisten dan berkesinambungan,

Pasal 35

Kepala TRN, Kepala 5PSN, Kepala TPAN, Kepala KBN, Pelaksana Tata
Usaha, Guru, tenags kependidikan lainnyva, pengelola perpustakaan,
tenaga Mngsional lainnva/profesi lainnya dan tenaga lainnya sccara
aktif mengembangkan sikap dan pernlaku keteladanan, baik di dalam
maupun di luar sekolah sesuai dengan peran SPAUDN  sebagai
satuan Penyelenggara Pendidilean.

Pasal 36

Dalam rangka pengembangan penvelenggaraan pendidikan pada
setiap SPAUDN Kepala TEN, Kepala SPSN, Kepala TPAN, Kepala KBN,
Pelaksana Tata Usaha, Guri, tenaga kependidikan lainnya, pengelola
perpusiakasn, lenaga fungsional lainnyva/profesi lainoya dan tenags
lainnya menciptakan dan mengembangkan komunikasi edukatf
harmonis, partisipatif, demokratis dan konstrulaif dalam selkolah,
termasik dengan peserta didik dan erang tua/wali peserta didik.

Pasal 37

SPAUDN menpembangkan satu atau beberapa model pembelajaran
unggulan sebagai ciri khas SPAUDN vang bersanpgkutan,

Bab WII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasgal 38
Retentuan mengenal Kepegawaian, keusngan, aset, pelaporan dan

akuntabilitas  serfa  pengawasan  dilaksanakan  sesusi dengan
ketentuan pergluran perundang-undangan,

EBapB il
RETENTUAN PENUTUR
Pasal 39

Pada saal  Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor 371 Tahun 2016 fentang Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak Negeri [Berita Daerah Provinsi
Dacrah Khusus [bukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62268), dicabul
dan dinvatakan tidak berlalou. '
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Pasal 40
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanpgeal diundangkan.
Agar setilap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKCOTA JAKARTA,

ted
ANIES BABWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUBUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 208 NOMOR 62038

Salinan sesuai dengan aslinya

PROVINSFDAEREH-ER
N

i ‘:'
L
AN

.
A At



Lampiran [ : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 94 TAHUN 2018
Tanggal 10 September 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KREPALATEN Lececaaa-- KOMITE SEKOLAH
PELARZAMA
TATH LISAHA
SLBKELOMPCH JABATAMN
FLINGSIOMAL

GURERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIS BASWEDAN



Lampiran Il : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor g4 TAHLIN 2018
Tanggal 10 September 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS NEGERI

KEFPALA SPSN Leccecaa-. KOMITE SEKOLAH
PELAKSANA
TATA USAHA
SUBKELOMPOR JABATAN
FUNGSIONAL

GQUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

teel

ANIS BASWEDAN



Lampiran Il : Peratoran Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

MNomor 24 TAHUMN 2012
Tangeal 10 September 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI

KEPALA TPAN @ fLocece-a- =|  KOMITE SEXGCLAH
PELAXEZANA
TATA USAHA
SUBKELOMPO® JABATAN
FLINGSIOMNAL

GUBERNUR PROVINGI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIS BASWEDAN



Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 94 TAHUN 2018
Tanggal 10 September 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELOMPOK BERMAIN NEGERI

KEPALATPAN  Locooao-- -|  KOMITE SEKOLAH
PELAKSAMNA
TATA USAHA
SUBKELOMPOK JABATAN
FUNGSICHAL

GUBEENUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
[BUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIS BASWEDAN



